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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BAN DUNG

NOMOR : 8 TAHUN 1994
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pembentukan Kantor Arsip
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1994:

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan
tugas pengelolaan kearsipan dan seba gai
tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Daerah
dimaksud. dipandang perlu segera me-
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netapkan Organisasi dan Tatakerja Kan-
tor Arsip Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang No. 14 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 1950);

Undang-undang No. 7 Tahun 1971 ten-
tang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 No. 32, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia No.
2964);

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1974 No. 38. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 3037);

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 No. 55. Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia No.
3041);

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun
1979 tentang Penyusutan Arsip (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 No. 51, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia No.
3151);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan
Departemen Dalam Negeri:

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6
Tahun 1988 tentang Prosedur Pene-
tapan Produk-produk Hukum di Ling-
kungan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun
1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan
Arsiparis;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pem-
bentukan Organisasi dan Tatakerja Kan-
tor Arsip Daerah Pemerintah Daerah
Tingkat II;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977
tentang Tatacara Membuat Peraturan
Daerah dan Penerbitan Lembaran Da-
erah yang telah diubah dengan Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bandung No. IV Tahun 1984
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah



Tingkat II Bandung tanggal 12 Pebruari
1985 No. 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat [T Bandung No. 8 Tahun 1993
tentang Organisasi dan Tatakerja Sek-
retariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ban-
dung dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
tanggal 2 Juli 1993 No. 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1994
tentang Pembentukan Kantor Arsip
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Bandung
tanggal 15 Pebruari 1995 No. 3 Seri D).

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANDUNG

Mcnetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TEN-
TANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT Il BANDUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

"Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

"Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung;

"Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Bandung;

"Kantor” adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bandung;

"Kepala Kantor” adalah Kepala Kantor Arsip Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Bandung;

"Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut
Kelompok Arsiparis” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat
yang berwenang untuk melakanakan kegiatan yang sesuai de-
ngan propesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas po-
kok Kantor;

"Arsip” adalah Naskah-naskah Dinas yang dibuat dan diterima
oleh semua Satuan Organisasi dalam Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas;

"Arsip Aktip” adalah Arsip yang masih dipergunakan secara
langsung dalam proses pelaksanaan tugas;

"Arsip in Aktip” adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan
secara langsung dalam pelaksanaan tugas;

"Arsip Dinamis” adalah arsip yang masih dipergunakan dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas;



k. "Arsip Statis” adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam
pelaksanaan tugas dan disimpan di Arsip Nasional.

BAB I1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1). Kantor adalah Unit Pelaksana Daerah (UPD) sebagai unsur
penunjang sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang kear-
sipan;

(2). Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Kepala Daerah dan secara teknis administratip berada di
bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah:;

(3). Kantor Arsip Daerah secara fungsional dibina oleh Arsip Na-
sional Republik Indonesia dan Kantor Arsip Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat. '

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Kantor adalah melaksanakan pengelolaan dan pela-
yanan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan
kcbijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Per-
aturan Daerah ini. Kantor mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program dibidang kearsipan Daerah
berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

b. pengumpulan dan pengolahan arsip in aktip Daerah di Lingkun-
gan Pemerintah Daerah;

G

pembinaan kearsipan terhadap unit-unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

d. penilaian dan penyerahan Arsip Statis Daerah kepada Arsip
Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

¢. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5
Kantor terdiri dari unsur-unsur :
.. Pimpinan yaitu Kepala Kantor;
b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha:
. Pelaksana yaitu Seksi Program dan Pengembangan;

d Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1). Susunan Organisasi Kantor adalah sebagai berikut :
a. Kepala Kantor;
b.  Sub Bagian Tata Usaha;
c.  Seksi Program dan Pengembangan:
d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2). Struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam lam-
piran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Kantor
Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
vang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor dalam hal melakukan urusan surat menyurat.
perlengkapan. rumah tangga, kepegawaian, keuangan. menyusun
program kerja dan evaluasi Kantor.

Pasal 8

lintuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah
ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :



a. penylapan rencana dan program kerja;

b. penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga,
hubungan masyarakat dan protokol;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, per-
lengkapan dan pemeliharaan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Seksi Program dan Pengembangan

Pasal 9

Seksi Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor dalam hal : melakukan penyusunan dan pe-
rencanaan Kegiatan kearsipan. perencanaan pengembangan
pendidikan dan latihan serta kerjasama teknik kearsipan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah

ini, Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tungsi :

a. penyusunan dan perencanaan kegiatan bimbingan kearsipan di
Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk para Arsiparis:

b. penyusunan rencana dan pengembangan peningkatan pro-
fesionalisme Arsiparis melalui pendidikan dan latihan formal:

¢.  penylapan bahan kerjasama teknik jaringan informasi kearsipan
dengan Lembaga/Badan Arsip baik di dalam maupun di luar
negeri;

d.  penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan
Fungsional.



(1)-

(2)-

(3

(4)-

(5).

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas menunjang tugas pokok
kantor sesuai dengan keahliannya masing-masing;

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, terdiri dari Arsiparis dan Pejabat Fungsional
lainnya yang dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior
sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Ke-
pala Kantor;

Sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan Fungsional dapat
dibagi dalam Sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin
oleh seorang Pejabat Fungsional Senior;

Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban kerja;

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Arsiparis mempunyai tugas mengembangkan, mengolah dan
melakukan kearsipan, menilai dan menyeleksi arsip serta me-
lakukan pemasyarakatan kearsipan dan pengembangan protesi:

. Jumlah tenaga Arsiparis tersebut pada ayat (1) pasal ini diten-

tukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;

. Jenjang tenaga Arsiparis tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrast dan sinkronisasi secara vertikal
dan horizontal dalam lingkungan Kantor dan Instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor.
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawa-
hannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petun-
juk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(2). Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mema-
tuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya;

(3). Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan kepada Kepala Kantor.
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Pasal 16
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila
Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya:

Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula,
maka Kepala Kantor menunjuk Kepala Seksi.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17
Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas dasar usul Bupati
Kepala Daerah;

Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala
Daerah dibidang kepegawaian;

Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kepala Kantor wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan
pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur ber-

dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Kantor dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah
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Tingkat II Bandung serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah
Atasan dan atau Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB V11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyata-
kan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
TINGKAT Il BANDUNG
Ketua,
Cap/ttd. Cap/ud.
H. HOLIL SUKARDI H. U. HATTA.D
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Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Pebruari
1995 Nomor 188.342/SK_348-Huk/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bandung tanggal 15 Pebruari 1995 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BANDUNG

NOMOR : 8 TAHUN 1994
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN SEKSI
FUNGSIONAL PROGRAM DAN
PENGEMBANGAN
KETERANGAN :
Garis Komando.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
TINGKAT I1 BANDUNG
Ketua,
Cap/ud. Cap/uud.

H. HOLIL SUKARDI H. U. HATTA. D

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

| o v Zp€Embina Tingkat | / IVb
F-15740717 199803 1 003



